
 

WALIKOTA  BEKASI 

 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

 
NOMOR 44 TAHUN  2011  

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  

KOTA BEKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA  BEKASI, 

 
 
 
Menimbang : bahwa dengan telah terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Kota Bekasi dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kota Bekasi yang 
masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 
pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi perlu untuk 
dicabut, yang pencabutannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

                            
Mengingat   :  1.  Undang-Undang   Nomor   9    Tahun     1996     tentang     Pembentukan 

Kotamadya  Daerah   Tingkat II   Bekasi   (Lembaran   Negara   Republik 
Indonesia Tahun  1996  Nomor   111,    Tambahan   Lembaran    Negara  
Republik Indonesia Nomor 3663); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3827); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3835); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan   Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 95); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3957); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Millik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 
Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

18. Peraturan  Daerah   Kota   Bekasi   Nomor   03  Tahun   2008     tentang 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota  Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D). 

 
Memperhatikan :   Instruksi  Presiden    Nomor   5     Tahun     2004      tentang      Percepatan   
                              Pemberantasan Korupsi.                           



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG  PENCABUTAN                
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASASECARA ELEKTRONIK 
PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  (LPSE) KOTA 
BEKASI 

 

Pasal I 

Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Secara Elektronik pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi  
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
 
Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 25 November 2011                            

 
Plt. WALIKOTA BEKASI 

                 WAKIL WALIKOTA, 
 
 

                            ttd/cap 
 

      RAHMAT EFFENDI 
 
Diundangkan di Bekasi 

pada tanggal.25 November 2011........................ 
 
 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
              ASISTEN PEMERINTAHAN, 
 
                                           
          ttd/cap 
 
 
              
          RAYENDRA SUKARMADJI 

  
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 44 SERI E 



 


